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QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

. bahwa dalam upaya memberikan dasar pada Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran ganun yang memuat sanksi/pidana,
sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugasnya, dipandang perlu adanya peraturan
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Timur dalam melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah/ganun yang memuat sanksi
pidana, sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugasnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

19.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas
Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Timur.

5. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan
sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.



6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat
PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.

8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta
mengumpuikan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

10.Surat Tanda Tamat Penyidikan dan Pelatihan yang
selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan
bukti bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan khusus dibidang PPNS.

BAB Il
PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini ditetapkan PPNSD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten.

(2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala
Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 3

(1) PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan
Daerah/Qanun serta peraturan perundang-undangan yang
membidanginya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan
Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNSD berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
Peraturan Daerah/Qanun;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat

kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;



f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau
penahanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diberikan uang insentif.

(2) Uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
besarannya ditetapkan dengan Qanun tentang APBK dengan
memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban:

a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan
mengenai terjadinya  pelanggaran atas Peraturan
Daerah/Qanun,;

b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama,;

c. membuat berita acara setiap tindakan:

1) pemeriksaan tersangka;

2) penggeledahan;

3) penyitaan barang;

4) pemeriksaan saksi; dan

5) pemeriksaan tempat kejadian.

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Kepala Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 7

(1) PPNSD vyang karena kesalahannya/kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas penyidikan, dapat dituntut ganti rugi oleh
tersangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) PPNSD berhak memperoleh informasi data dan perlindungan
hukum serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-
tugas penyelidikan.



